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PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang
dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan
Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang

diajukan oleh :

Pemohon |, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja bangunan,
pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Manunggal
Bhakti RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan
Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon I;

Pemohon Il, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan
SD, tempat kediaman di Jalan Manunggal Bhakti RT.11,
Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan,, sebagai Pemohon lII;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis

dengan suratnya tanggal 23 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Nunukan dengan Register Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.Nnk.

tanggal 23 April 2015 yang alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut Syariat
Agama Islam pada tanggal 2 Maret 2010 di Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan.

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah
adalah kakak kandung Pemohon Il yang bernama Adi bin Ganing
kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Lasadi

yang sekaligus menikahkan Pemohon | dan Pemohon I, dengan
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disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Harham dan
Idrus.

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat
sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim,
adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.

4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat
shalat dibayar tunai.

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon i
berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta
antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab, tidak ada
hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.

6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon | dan Pemohon Il sama-sama
beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.

7. Bahwa Pemohon | menikah dengan Pemohon Il pada tanggal 2 Maret
2010, kemudian pada hari itu juga Pemohon | menikah lagi dengan
wanita lain yang bernama Linda binti Pattonrong dan sekarang sudah
diceraikan di Pengadilan Agama Nunukan.

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon Il sampai sekarang
tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan
tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 (satu)
orang anak bernama Andi Nurul Hikmah, umur 4 tahun;

9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan
Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat
dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon i

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar
memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II.
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2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon i
yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2010 di Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan
perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di
persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara in
person ke persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah membacakan permohonan para Pemohon,
dan terhadap permohonan tersebut, para Pemohon menyatakann tidak ada
perubahan,

Bahwa setelah mendengarkan perjelasan dari Majelis Hakim dalam
persidangan pada tanggal 25 Mei 2015, para Pemohon menyatakan mencabut

permohonannya,

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam
berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup
Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut

dipertimbangkan untuk penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang
pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya
menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-
undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon
menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan
diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan

dengan merujuk kepada ketentuan hukum lIslam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir
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(d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para

Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan
berkeinginan untuk mencabut permohonan para Pemohon, maka dengan
demikian tidak ada alasan lagi bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan
perkara permohonan para Pemohon. Maka berdasarkan Pasal 271 Rv, Majelis

Hakim patut untuk mengabulkan pencabutan permohonan para Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.Nnk dibacut;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara
sejumlah RP. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan
tanggal 7 Sya’ban 1436 Hijriyah, oleh Muhlis, S.H.l., M.H. Ketua Majelis, H.
Fitriyadi, S.H.l. dan Khairul Badri, Lc., MA. masing-masing Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Cahyo Komahally, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para

Pemohon.
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Hakim Anggota |, Ketua Majelis
Ttd Ttd
H. Fitriyadi, S.H.I. Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.
Panitera Pengganti,

Ttd

Cahyo Komahally, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Pengumuman Rp 75.000,00
4. Panggilan Rp 200.000,00
5. Redaksi Rp 5.000,00
6._Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 28 Mei 2015
Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Ttd

Drs. Mohamad Asngari
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